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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

  

A. Tinjauan Tentang Kinerja Partai Politik  

 

 

1. Pengertian Kinerja Partai Politik  

 

Menurut (Amir Ibrahim, dalam Efriza 2012:346) kinerja suatu partai politik 

adalah penilaian akhir dari kehadiran suatu partai politik. Kinerja tentulah 

tidak statis, melainkan dinamis, tergantung bagaimana prilaku administrasi 

(yang intinya prilaku organisasi) partai politik itu sendiri dalam kiprah 

politik. Amir Ibrahim memaparkan, bahwa kinerja partai politik pada 

dasarnya adalah bagaimana sesungguhnya kemampuan organisasional partai 

politik tersebut dapat menerapkan fungsi dan perannya dengan baik, atau 

sebaliknya atau sedang-sedang saja, dihadapkan dengan kondisi lingkungan 

tertentu di masyarakat.  

 

Menurut Karp (dalam Marzuki Alie, 2013:75-76) platform atau program kerja 

adalah sesuatu yang disusun berdasarkan isu-isu politik yang paling mendasar 

dan diperlukan bagi masyarakat pemilih. Isu-isu tersebut biasanya lebih dekat 

pada aspek sosial seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. 

Kemampuan tokoh politik dan partainya untuk mengangkat isu-isu politik 

yang paling mendasar diperlukan oleh masyarakat pemilih. Hal ini seperti 

yang diungkapkan oleh Downs,
 
 Franklin,  dan Glazer  (dalam Marzuki Alie, 
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2013:76) yang menyatakan bahwa kemampuan kontestan dalam mengangkat 

isu politik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat 

dalam memilih partai politik.
 

Selain itu, Bartels
 

(dalam Marzuki Alie, 

2013:76) memberikan pendapat bahwa ketidakpastian atas program kerja 

partai politik atau calon pemimpin memiliki efek yang negatif terhadap 

persepsi pemilih.
  

 

Berdasarkan pemaparan dan fakta yang telah dijelaskan oleh ilmuan politik, 

penulis dapat menganalisis bahwa kinerja Partai politik adalah kemampuan 

anggota intern dan tokoh dari Partai politik untuk merancang beberapa 

agenda dan isu politik yang diperlukan oleh masyarakat, sebagai dasar untuk 

membentuk sikap politik seseorang dalam keputusan memilih partai politik. 

 

2. Teori Kinerja Partai Politik  

 

Kinerja Partai politik pada dasarnya merupakan kemampuan yang harus 

dimiliki oleh anggota intern dan pimpinan Partai politik untuk membuat 

sebuah isu politik yang dapat menyentuh masyarakat melalui  program kerja, 

berdasarkan pemaparan di atas berikut ini akan penulis paparkan secara rinci 

beberapa model teori kinerja politik :  

 Teori kinerja Partai politik policy-problem-solving : menurut (Marzuki 

Alie 2012:76) teori ini menyimpulkan bahwa kontestan dalam partai politk 

diharapkan mampu untuk menawarkan beberapa program kerja atau solusi 

atas permasalahan yang ada.  

 Teori kinerja Partai politik menurut Downs,
 
 Franklin, dan Glazer 

 
dalam 

(Marzuki Alie, 2013:76) Teori ini mengatakan bahwa kemampuan 

kontestan dalam mengangkat isu politik merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi masyarakat dalam memilih sebuah partai politik. 
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Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang telah di paparkan secara 

terperici, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kinerja Partai 

politik menurut Marzuki Alie yang menjelaskan bahwa kontestan dalam 

partai politk diharapkan mampu untuk menawarkan beberapa program kerja 

atau solusi atas permasalahan yang ada, teori kinerja politik menurut menurut 

Downs,
 

 Franklin, dan Glazer yang mengatakan bahwa  kemampuan 

kontestan dalam mengangkat isu politik merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi masyarakat dalam memilih sebuah partai politik. 

 

Teori di atas sangat sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan, fenomena di 

lapangan menyebutkan bahwa pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 

Partai Demokrat Kota Bandar Lampung hanya memperoleh lima kursi di 

Parlemen Kota Bandar Lampung. Di saat Partai Demokrat kurang 

mendapatkan kepercayaan politik akibat kasus korupsi mega proyek 

Hambalang.  

 

Calon anggota legislatif  Partai Demokrat Kota Bandar Lampung yang 

terpilih dapat mengangkat isu-isu politik dan menawarkan beberapa program 

kerja mereka, sehingga walaupun intern Partai Demokrat Kota Bandar 

Lampung tidak memiliki program kerja dan intern Partai Demokrat di tingkat 

pusat terjerat kasus hukum, Partai Demokrat Kota Bandar Lampung tetap 

memiliki lima wakil di Parlemen. 
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B.  Media dan Politik  

1. Hubungan Media dengan Politisi dan Pemerintah  

 

Menurut Hafied Cangara dalam bukunya yang berjudul Komunikasi Politik 

(2009-127-128) hubungan antara media dengan politisi atau Pemerintah 

sudah berjalan dengan sekian lama, dan hubungan itu bisa dikatakan tidak 

dapat dipisahkan antara keduanya. Namun penjelasan itu tidak sejalan dengan 

kenyataan sehari-hari di lapangan, terkadang pemberitaan yang dilakukan 

oleh media terkesan untuk mengkeritik politisi atau Pemerintah, namun kritik 

ini justru menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.  

 

Penjelasan penulis diperkuat oleh argumen yang dijelaskan oleh Shoemaker 

(dalam Dahlan, 1990, dalam Hafied Cangra, 2009:128) yang menjelaskan 

bahwa kretiria penyimpangan berita yang disampaikan oleh media yang 

menyangkut tentang peristiwa, orang, perilaku, dan arah perkembangan pers 

justru menyiarkan berita yang tidak rutin, tetapi disukai oleh para pembaca.  

 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat penulis analisis bahwa pemberitaan 

yang dilakukan oleh media dalam rangka mengkeritik politisi atau 

Pemerintah, dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat sehingga masyarakat 

dapat memberikan penilaian yang obyektif tentang perkembangan 

Pemerintahan dan politik yang ada di negaranya. Pemberitaan yang 

didalamnya menyangkut nilai kritik pada dasranya lebih mengarah kepada 

perilaku politisi atau kinerja Pemerintah, sehingga terkadang ada 

ketidaksesuaian antara media, Politisi, dan Pemerintah. 
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2. Peran Media Dalam Penegakan Demokrasi  

 

Peran media dalam Demokrasi dilakukan agar dalam pemberitaan tidak 

terjadi kekakuan dalam menyerap informasi yang ada, Gurevitch dan J.G 

Blumer (dalam Hafied Cangara, 2009:137-138) memberikan sebuah pesan 

untuk media :  

 Mengawasi lingkungan sosial politik dengan melaporkan perkembangan 

hal-hal yang menimpa masyarakat, apakah masyarakat sejahtera atau tidak 

 Melakukan agenda setting dengan mengangkat isu-isu kunci yang perlu 

dipikirkan dan dicarikan jalan keluar oleh masyarakat 

 Menjadi paltform dalam rangka menciptakan forum diskusi antara politisi 

dan juru bicara negara terhadap kelompok kepentingan dan kasus lainnya 

 Membangun jembatan dialog antara pemegang kekuasaan pemerintahan 

dan masyarakat luas 

 Merangsang masyarakat untuk belajar, memilih, dan melibatkan diri dalam 

proses politik 

 Menolak upaya dalam bentuk campur tangan pihak-pihak tertentu agar 

pers keluar dari kemerdekaan dari kemerdekaannya dan integritasnya serta 

dedikasinya untuk melayani kepentingan masyarakat 

 Mengembangkan potensi masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan 

politiknya. 

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan diatas dapat penulis analisis bahwa 

lembaga media sebagai lembaga independen, diharapkan mampu memberikan 

pemberitaan tentang pendidikan politik yang baik bagi masyarakat sehingga 

tidak ada lagi kesenjangan antara media, politisi, dan Pemerintah. Akan tetapi 

pada kenyatannya media di Indonesia dalam menyampaikan pemberitaan 

tentang pendidikan politik lebih cenderung kepada unsur persaingan semata, 

tanpa memperdulikan kembali dampak yang akan terjadi di masyarakat.  
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Penjelasan di atas dapat dikaitkan kepada dua media elektronik yang dikuasai 

oleh masing-masing tokoh politik, media tersebut seperti TV One dan ANTV 

yang dikuasai oleh ketua umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie dan 

Metro TV yang dikuasai oleh ketua umum Partai Nasional Demokrat Surya 

Paloh. Menjelang pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 kedua 

media elektronik itu gencar mempengaruhi masyarakat melalui pemberitaan 

tentang korupsi yang melibatkan petinggi Partai Demokrat di tingkat pusat.  

Sehingga dapat penulis analisis bahwa media elektronik di Indonesia 

cenderung dimanfaatkan oleh penguasa atau elit-elit partai politik tertentu 

untuk menjatuhkan partai politik lain dalam menghadapi pemilihan umum 

legislatif, permasalahan ini tentunya telah menjauhkan media dari nilai-nilai 

kemerdekaan media sebagai lembaga pengawas dan lembaga pendidik 

masyarakat.   

 

C. Tinjauan Tentang Kepemimpinan Dan Partai Politik 

 

1. Pengertian kepemimpinan dan partai politik 

 

Dalam pembahasan ini penulis akan mencoba memberikan penafsiran untuk 

memberikan penjelasan mengenai figur-figur kepemimpinan seperti apa yang 

ada dalam partai politik. Hemhill dan Coons, (dalam Efriza, 304:12) 

memberikan definisi bahwa kepemimpinan adalah suatu prilaku dari 

seseorang individu yang memimpin aktivitas suatu kelompok ke suatu 

kelompok tujuan yang ingin dicapai bersama (shared good). Rauch dan 

Behling (dalam Efriza, 304:12) kepemimpinan adalah adalah sebagai proses 



18 

 

mempengaruhi aktivitas-aktivitas suatu kelompok yang diorganisasikan ke 

arah pencapaian suatu tujuan.  

 Pendapat lain dari Ramlan Surbakti, (dalam Efriza, 305:12) : 

 

Kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak 

sebaliknya. Mirip dengan kekuasaan, kepemimpinan dalam hal ini 

kepemumpinan politik merupakan suatu hubungan antara pihak yang 

memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, dan juga  

merupakan kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara 

efektif, berbeda dengan kekuasaan yang terdiri atas banyak jenis 

sember pengaruh, kepemimpinan lebih menekankan pada 

penggunaan persuasi untuk mempengaruhi pengikut. 

 

Diperkuat oleh pendapat dari Khoirudin, (dalam Efriza, 304:12) dalam 

memahami krakteristik kepemimpinan partai politik, dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang mendorong lahirnya  kepemimpinan 

dan sifat (nature) kepemimpinan sebagai berikut: 

a. Teori Serba Sifat 

Kepemimpinan itu memerlukan serangkaian sifat-sifat, ciri-ciri atau 

perangai tertentu yang menjamin keberhasilan pada setiap situasi. 

Pada awalnya teori ini membandingkan sifat kepemimpinan yang ada  

dengan orang-orang besar. 

 

b. Teori Lingkungan 

Munculnya pemimpin-pemimpin merupakan hasil dari waktu, tempat 

dan keadaan tertentu. Setiap situasi dan kondisi akan menuntut suatu 

kualitas kepemimpinan yang berbeda pula. Teori ini sejalan dengan 

pandangan bahwa “leaders are made not born”  

 

c. Terori Pribadi Situasional 

Kepemimpinan merupakan hasil dari keterkaitan antara sifat-sifat 

pribadi pemimpin, sifat kelompok dan anggotanya dan kejadian 

(masalah) yang dihadapi kelompok. Teori ini menyatakan sifat-sifat 

saja belum tentu memungkinkan seorang pemimpin untuk 

berkembang namun masih harus dikaitkan dengan situasi dan kondisi. 

 

d. Teori Interaksi-harapan 

Seorang pemimpin menggerakan pengikut dengan harapan-harapan 

bahwa dia akan berhasil mencapai tujuan organisasi, mendapatkan 

keutungan, penghargaan dan lainnya. Teori ini mendasarkan kepada 

variabel: aksi reaksi, dan perasaan. 
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e. Teori Humanistik  

Teori ini menggunakan dalil yang memandang bahwa manusia adalah 

organisme yang dimotivasi, sedangkan oraganisasinya sifatnya 

menyusun dan mengendalikan.  

 

f. Teori Pertukaran  

Secara sederhana teori ini dapat dijelaskan pada asumsi bahwa terjadi 

proses interaksi sosial, pertukaran, memberi, dan menerima antara 

anggota kelompok dengan segala pengorbanan dan imbalannya.  

Diperkuat kembali oleh pendapat dari Pareto (dalam Efria, 2012:3005) bahwa 

kepemimpinan politik berbeda dengan elit politik, elit politik dalam hal ini 

adalah orang-orang yang memiliki nilai-nilai yang tinggi dalam masyarakat 

seperti kekayaan, ataupun kewenangan. Memiliki kekuasaan politik berbeda 

dengan memiliki kepemimpinan politik, karena dua hal yaitu sumber 

pengaruh yang digunakan dan tujuan penggunaan pengaruh. Lasswell (dalam 

Efriza, 2012:306) memberikan pandangan bahwa orang yang memiliki 

kebutuhan memimpin proses politik diantara masyarakat biasanya memiliki 

kebutuhan memimpin sebagai orang politik (political man) yang terjun ke 

arena politik untuk mengejar motif-motif pribadi 

Pendapat lain dari Pareto (dalam Efriza, 2012:305) :  

 

Sebutan politik dalam kepemimpinan politik menunjukan 

kepemimpinan berlangsung dalam suprastriktur politik (lembaga-

lembaga pemerintahan), dan yang berlangsung dalam infrastruktur 

politik (partai politik dan organisasi kemasyarakatan). Karenanya, 

pemimpin politik juga berbeda dengan kepala isntasi pemerintahan 

karena yang terakhir ini menggunakan kewenangan dalam 

mempengaruhi bawahannya. Tidak seperti kepala istansi yang 

cenderung menggunakan hubungan-hubungan formal dan 

impersonal  dalam menggerakan bawahannya, pemimpin politik 

lebih menggunakan hubunngan-hubungan informal dan personal 

dalam menggerakan pengikutnya untuk mencapai tujuan tertentu.  
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Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, dapat penulis simpulkan 

bahwa kepemimpinan dan partai politik merupakan kekuatan dan kemampuan 

yang dimiliki oleh interen suatu partai politik untuk dapat mempengaruhi 

kader-kader dan anggota interen partai politik tersebut untuk diarahkan 

kedalam aktivitas-aktivitas suatu kelompok dalam partai politik. Kepemimpin 

dan partai politik juga merupakan faktor-faktor yang tidak dapat dipisahkan 

dari kehidupan politik, karena kepemimpinan dalam partai politik dapat 

mempengaruhi kualitas partai di masyarakat, sehingga nantinya partai politik 

tersebut memiliki kelebihan tersendiri. 

 

2. Hubungan pemimpin dan yang dipimpin dalam Partai politik  

 

Dalam organisasi partai politik keterikatan antara pemimpin dan anggota 

interen partai merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan. 

Hal ini dikarenakan akan mempengaruhi kinerja interen dari partai politik itu 

sendiri, hubungan yang singkron, dinamis, dan linier notabennya dapat 

memberikan pengaruh semangat kinerja dalam membangun suatu partai 

politik yang nilai-nilai dasar dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat 

namun apabila dalam suatu oraganisasi partai politik tidak terdapat tipikal 

pemimpin yang dapat memberikan motivasi, arahan, dan evaluasi anggota 

interen, maka pengurus intern Partai politik dapat mencari dan mengangkat 

seseorang untuk dijadikan sebagai pimpinan dalam partai politik tersebut. 

Pemaparan diatas sesuai dengan pendapat dari (Burns dalam Efriza 

2014:309) tentang model kepemimpinan transformatif : 
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 “Kepemimpinan transformatif terjadi karena manakala seseorang 

atau lebih terlibat dengan orang lain sedemikian rupa sehingga dapat 

mengangkat pemimpin dan yang dipimpimpin ke tingkat moral, 

motivasi, kegiatan, dan sumber kekuasaan digunakan tidak untuk 

tawar - menawar tetapi digunakan untuk mencapai tujuan bersama.  

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat penulis analisis bahwa hubungan 

antara pemimpin dan yang dipimpin dalam Partai politik merupakan suatu 

hubungan yang dapat menentukan arah berjalannya organisasi Partai politik 

dan dapat juga mentukan suara partai politik dalam suatu pemilihan umum 

serta pemilihan kepala daerah, apabila Partai politik tersebut menjadi 

“perahu” dalam pemilihan kepala daerah. Pemimpin Partai politik dalam hal 

ini harus dapat memberikan arahan, motivasi, dan evaluasi kepada para kader 

interennya, sehingga kedepannya Partai politik tersebut dapat bersaing 

dengan partai lain dan mendapatkan kepercayaan di masyarakat.  

3. Hukum Besi Oligarkis dan Teori Karakter Kepemimpinan 

 

Menurut Robert Michels (dalam Efriza, 2014:311) setiap kepartaian memiliki 

kekuatan oligarkis yang didasarkan kepada basis demokratis. Robert Michels 

menelusuri bahwa penyebab utama oligarki dalam partai-partai demokratis, 

sehingga kesimpulannya adalah kebutuhan teknis yang mendesak akan 

kepemimpinan. Robert Michels kembali menambahkan bahwa pada awalnya 

para pemimpin muncul secara spontan, fungsi-fungsi mereka adalah hiasan 

dan kurang penting. Tetapi setelah itu mereka menjadi pemimpin-pemimpin 

profesional, dan pada tahap perkembangan yang kedua mereka menjadi stabil 

dan tidak dapat diganggu gugat.  
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Robert Michles (dalam Efriza, 2014:313) kembali menambahkan bahwa 

penyebab utama oligarki dalam partai-partai demokratis adalah kebutuhan 

teknis yang mendesak akan kepemimpinan. Hal ini dimulai dari proses 

diferensiasi fungsi-fungsi dalam partai dilengkapi dengan hal-hal kompleks 

yang di dalamnya para pemimpin menentukan dirinya terpisah dari massa.  

 

Selanjutnya menurut Efriza (2014:308) memberikan pernyataan bahwa 

kepemimpinan dapat juga diklasifikasikan berdasarkan karakter pemimpin 

karakter kepemimpinan yang dimaksud dalam hal ini adalah karakter 

kepemimpinan pasif-negatif seorang pemimpin yang tidak aktif dalam 

melaksanakan tugas dan juga kurang menilai tinggi pekerjaannya. Kedua nilai 

teori hukum besi oligarki dan nilai karakter kepemimpinan akan dijadikan 

sebagai rujukan dalam penelitiaan ini, seperti permasalahan Transisi antara 

Eva Dwiana dan Herianto yang nantinya akan dibahas secara terperici dalam 

bab lima. 

 

D. Fungsi Partai Politik Dalam Pemilu Legislatif 

 

Partai politik merupakan salah satu kelompok politik yang dibentuk oleh 

sebuah kelompok masyarakat yang memiliki persamaan cita-cita dan 

perjuangan untuk turut serta dalam sebuah partisipasi dalam proses 

pengelolaan negara. Negara yang menganut sistem demokrasi menjabarkan 

bahwa sebuah partai politik diisi oleh kelompok masyarakat yang memiliki 

kemampuan kinerja, kemampuan organisasi, dan kepemimpinan atau figur 

dalam partai politik yang nantinya akan mengisi jabatan-jabatan tertentu di 

parlemen.  
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Melalui proses pemilihan umum legislatif masyarakat dapat menentukan 

pilihannya dengan mengacu kepada ketiga kriteria yang telah dijelaskan di 

atas. Penjelasan diatas diperkuat oleh pendapat dari Sigit Pamungkas dalam 

buku yang berjudul Partai Politik Teori dan Praktik di Indonesia (dalam Sigit 

Pamungkas, 2011: 17-18) : 

 Fungsi partai politik sebagai organisasi (parties as organization), pada 

fungsi ini menunjuk pada fungsi-fungsi yang melibatkan partai sebagai 

organisasi politik, atau proses-proses didalam organisasi partai itu sendiri. 

Pada fungsi ini partai politik setidaknya memiliki empat dasar  fungsi, 

yang salah satunya adalah rekrutmen kepemimpinan politik, fungsi ini 

dilakukan partai politik sebagai dasar untuk mencari, meneliti, dan 

mendesain kandidat yang akan bersaing dalam sebuah pemilihan umum. 

 

 Fungsi selanjutnya adalah fungsi pelatihan elit politik, dalam fungsi ini 

partai politik melakukan pelatihan dan pembekalan terhadap elit yang 

prospektif untuk mengisi jabatan-jabatan politik. Pelatihan tersebut 

meliputi pemahan tentang proses demokrasi, norma-norma demokrasi, dan 

prinsip-prinsip partai. Fungsi ini dipercaya menjadi bagian vital 

kesuksesan kerja dari sistem demokrasi dan partai politik itu sendiri. 

 

Penjelasan selanjutnya diperkuat oleh pendapat dari Firmanzah (dalam Efriza, 

2012:226) yang memberikan pemaparan bahwa peran dan fungsi Partai 

politik dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :  

 Peran dan tugas internal organisasi : dalam hal ini organisasi Partai politik 

memerankan peranan penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, 

kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar 

belakang pendirian Partai politik, dan ; 

 

 Partai politik bersifat eksternal organisasi : dalam hal ini peran dan fungsi 

dari Partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa, dan negara. 

Kehadiran Partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, 

moral, dan etika untuk dapat mebawa kondisi dan situasi masyarakat 

menjadi lebih baik.  

 

Berdasarkan pemaparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa fungsi Partai 

Demokrat Kota Bandar Lampung dalam menghadapi pemilihan umum 

legislatif tahun 2014 tidak berjalan secara profesional, hal ini dikarenakan 
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tidak adanya nilai-nilai tentang program pembinaan, edukasi, dan kaderisasi 

terhadap calon anggota intern Partai Demokrat. Permasalahan ini terjadi 

karena tidak berfungsinya kinerja seleksi calon anggota intern Partai 

Demokrat Kota Bandar Lampung.  

 

Selanjutnya peran dan fungsi Partai Demokrat Kota Bandar Lampung terkait 

permasalahan di masyarakat tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, 

permasalahan ini pada dasarnya disebabkan karena pada awal kampanye 

pengurus intern Partai Demokrat tidak memiliki ketidakpastian terhadap 

program kerja Partai yang di prioritaskan untuk masyarakat dan negara. Hal 

ini dapat membuktikan bahwa fungsi kinerja pelaksanaan program Partai 

Demokrat Kota Bandar Lampung tidak berjalan secara profesional. 

 

E. Kerangka Pikir   

Menurunnya elektabiliatas Partai Demokrat Kota Bandar Lampung pada 

dasarnya tidak hanya disebabkan oleh kasus korupsi pengurus di tingkat 

pusat, akan tetapi pada prinsipnya disebabkan oleh beberapa permaslahan 

seperti kinerja pelaksana program yang tidak berjalan, kinerja komunikasi 

politik yang gagal, dan adanya transisi kepemimpinan di tingkat Cabang dan 

di tingkat Ranting serta kinerja pelaksana tugas pimpinan cabang yang kurang 

tepat karena Herianto selaku pelaksana tugas berdomisili di Jakarta.  

Seperti apa yang dikatakan oleh pepatah bijak “sudah jatuh tertimpa tangga” 

mungkin pepatah itu yang saat ini tepat menggambarkan peta politik 

perjalanan partai Demokrat kota Bandar Lampung. Tidak berjalannya fungsi 

kinerja, komunikasi politik dan kepemimpinan intern Partai Demokrat Kota 
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Bandar Lampung menjadi salah satu penyebab utama gagalnya Partai 

Demokrat dalam mempertahankan nilai-nilai kepercayaan di masyarakat. 

Permasalahan tersebut harus secepatnya diselesaikan oleh pengurus dewan 

intern Partai Demokrat Kota Bandar Lampung.  

Pimpinan Cabang partai Demokrat sebagai proses menuju babak baru 

persaingan partai politik dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2019 dan 

pemilihan kepala daerah kota Bandar Lampung tahun 2015, dimana dalam hal 

ini partai Demokrat menjadi “perahu politik” bagi calon kepala daerah.  

Berdasarkan pemaparan permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka 

dalam proposal penelitian ini penulis mencoba menggambarkan bagaimana 

kinerja dan kepemimpinan yang harus dilakukan oleh intern Partai Demokrat 

Kota Bandar Lampung dalam memperoleh kepercayaan di masyarakat. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

Permasalahan Kajian Teori Fakta di lapangan Evaluasi yang harus dilakukan 

Kinerja Pelaksanaan Program Kajian teori menurut 

Marzuki Alie, (2012:76) dan 
kajian teori menurut Downs, 

Franklin, dan Galzer 

(Marzuki Ale, 2013:76) 

 Kegiatan rapat anggota 

dalam membahas 
pelaksanaan kegiatan 

partai yang kurang 
kourum 

 Tidak jalannya program 

Partai Demokrat 

 Kantor Partai Demokrat 

Kota Bandar Lampung 
yang slalu sepi oleh 

anggota 

 

 Kinerja politik yang mencakup 

permasalahan sosial seperti 
kemiskinan, keamanan, kesehatan, 

dan pendidikan sehingga dapat 
mempengaruhi sikap politik 

masyarakat untuk kembali 

mempercayai Partai Demokrat pada 
pemilihan umum selanjutnya. 

Kinerja komunikasi politik 
yang tidak terlaksana 

Kajian teori Hafied Cangra 
(dalam Dahlan 2009:128) 

yang menyebutkan bahwa 
kenyataan sehari-hari di 

lapangan, terkadang 

pemberitaan yang dilakukan 
oleh media terkesan untuk 

mengkeritik politisi atau 

Pemerintah, namun kritik ini 
justru menimbulkan persepsi 

negatif di masyarakat.   

 Adanya pengaruh 
pemberitaan dari media 

massa dan media 
elektronik, sehingga hal 

ini dapat mempengaruhi 

kegiatan komunikasi 
politik yang dilakukan 

oleh pengurus intern Partai 

Demokrat Kota Bandar 
Lampung dan ; 

 Adanya intervensi dari 
lawan politik dan politisi 

ternama seperti Surya 

Paloh dan Abu Rizal 
Bakrie yang memiliki 

kekuatan informasi 

melalui media elektronik 

seperti Metro TV, TV 

One, dan ANTV yang 

secara gencar menyiarkan 
pemberitaan kasus Partai 

Demokrat. Kekuatan 

informasi tersebut 
diperkuat oleh data dan 

fakta yang merupakan 

strategi dari media 
elektronik untuk 

mempengaruhi 

masyarakat. 

 Mengawasi segala bentuk 
pemberitaan yang dilakukan oleh 

media cetak dan media elektronik 
 

 Membangun komunikasi bersama 
masyarakat pasca pemilihan umum, 

dengan mengaitkan nilai-nilai 

kinerja yang akan dilaksanakan 
sesuai dengan kondisi lingkungan 

di masyarakat.  

Transisi Kepemimpinan di 

tingkat Cabang dan di Tingkat 

Ranting 

Kajian teori Robert Michelis 

Hukum besi oligarkis (dalam 

Efriza, 2014:311) dan  kajian 
teori Efriza (2014:308) 

 Tidak dilantiknya Eva 

Dwiana sebagai ketua 
Dewan Pimpinan Cabang 

Partai Demokrat Kota 

Bandar Lampung, karena 

tidak adanya kepastian dan 

adanya isu politik. 

 Penetapan pimpinan 
pelaksana tugas (plt) ketua 

Dewan Pimpinan Cabang 

Partai Demokrat Kota 
Bandar Lampung Herianto 

yang kurang tepat, hal ini 

dikarenakan Herianto yang 
berdimisili di Jakarta 

sehingga sangat 

meyulitkan untuk 
melakukan kordinasi 

dengan anggota intern 

 Belum terselenggaranya 

musyawarah cabang 

dengan agenda pemilihan 

ketua Dewan Pimpinan 

Cabang Partai Demokrat 

Kota Bandar Lampung 

 Perekrutan calon pimpinan Partai 

yang memiliki kualitas dan 
ketokohan yang baik, sehingga 

dapat memasarkan atau 

memperkenalkan Partai dengan 

baik, sehingga dengan mudah dapat 

diterima di masyarakat.  

 


